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Abstrak 
Pokok permasalahan dari penelitian ini melihat keabsahan pembuktian elektronik hukum 
acara perdata pada jalur e-litigasi. Adapun sub penelitian ini yaitu Elemen penting apa yang 
dapat menunjukan keabsahan suatu dokumen dan keasliannya? Bagaimana mekanisme 
pembuktian elektronik pada jalur e-litigasi?. Adapun metode penilitian yang digunakan adalah 
penelitian dengan menggunakan metode  yuridis  normatif.  Sebagai pendekatan yaitu 
pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konseptual dan penelitian sistematik hukum. 
Objek kajian berupa buku dan bahan bacaan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  
elemen untuk dapat melihat keabsahan suatu dokumen yaitu tanda tangan elektronik, materai 
elektronik, atau pernyataan keaslian setelah dilakukan digital forensik. Alat bukti elektronik 
dinyatakan sah dalam e-litigasi ketika telah diperiksa oleh hakim dan lembaga autentikasi alat 
bukti eleketronik. Implikasi penelitian ini yaitu 1.) sebagai alat bukti bersifat elekronik baik 
berupa dokumen ataupun bukan perlu pemahaman lebih mengenai suatu keabsahannya 
sehingga alat bukti elektronik dengan mudah diterima. 2.) lebih mempermudah dan 
mempersingkat tahapan pembuktian alat bukti elektronik 
Kata Kunci: E-Litigasi, Keabsahan, Pembuktian elektronik.  
Abstract 
The main problem of this research is to see the validity of electronic proof of civil 
procedural law in the e-litigation route. The sub research is divided into two, namely what 
are the important elements that can show the validity of a document and its authenticity? 
How is the mechanism of electronic evidence in the e-litigation pathway?. The research 
method used is research using normative juridical methods. As an approach, namely the 
statutory approach, conceptual approach and legal systematic research. The object of study 
is in the form of books and other reading materials. The results of this study indicate that the 
elements to be able to see the validity of a document are electronic signatures, electronic 
stamps, or statements of authenticity after digital forensics is carried out. Electronic 
evidence is declared valid in e-litigation when it has been examined by judges and 
electronic evidence authentication institutions. The implications of this research are 1.) as 
electronic evidence, whether in the form of documents or not, it requires more 
understanding of its validity so that electronic evidence can be easily accepted. 2.) simplify 
and shorten the stages of proving electronic evidence. 
Keywords: E-Litigation, Legality, Electronic Evidence.  
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A. Pendahuluan  
Dunia yang terus berkembang ini manusia dihadapkan dalam berbagai macam 
problematika. Manusia pada tatanan kehidupan modern terus mengalami perubahan 
signifikan pada pola pikir untuk menuju masa depan. Perkembangan dilakukan oleh 
manusia melahirkan berbagai ide dan gagasan. Kemudian diwujudkan dalam sendi-sendi 
kehidupan yang disebut dengan teknologi. Teknologi secara terminologis menurut 
bungee adalah ilmu terapan yang memiliki empat cabang yaitu : 1) teknologi fisik, misal 
teknik mesin, 2) teknologi biologis, misal farmakologi, 3) teknologi sosial misal riset, 4) 
teknologi pikir misalnya ilmu kompoter.1  
Pengertian tersebut teknologi yang bergerak dinamis tentunya dengan mudah 
menyentuh berbagai aspek. Termasuk dalam bidang kajian hukum pada berbagai cabang 
yaitupelayanan administratif dan proses litigasi dipengadilan. Para era ini, melihat 
bahwa penerapan teknologi memasuki ranah persidangan baik hukum acara pidana 
maupun hukum acara perdata. Karena tak dapat dipungkiri masyarakat membutuhkan 
keduanya agar masalah dihadapi dapat terselesaikan. Seperti hukum acara perdata yang 
melibatkan hadirnya kedua belah pihak bersilisih di muka persidangan.  
Definisi hukum acara perdata adalah serangkaian peraturan yang mengatur 
bagaimana agar atauran-aturan dalam hukum perdata dilakasnakan atau ditaati para 
pihak.2 Pada hal penyelesaian sengketa di pengadilan yang memiliki wewengang untuk 
menyelesaikan permasalahan tersebut. Tentunya hakim memberikan kesempatan pada 
para pihak untuk membuktikan dalil-dalil mereka masing-masing. Untuk memperoleh 
fakta-fakta dalam persidangan. Agar dapat menjadi bahan pertimbangan pada putusan. 
Dalam tahap pembuktian pada hukum acara perdata lebih melibatkan hukum formiil 
sebagai alat bukti yang sah.  
Sehingga dikatakan bahwa dalam hukum perdata cukup dengan ”preponderence 
of evidence” sebagaimana yang dikatakan oleh Mr.Cormich bahwa: evindence 
 
1Imam Suhardi, dkk., Pilar Islam Bagi Pluralisme Modern, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 
2003 ), h. 112   
2Irawati dan Martini, Hukum perdata dan Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Media Publishing, 2019), h. 62  
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preponderates when it is more convicing to the trier then the opposing evidence”  3 
Membuktikan  adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau peristiwa yang 
dikemukakan oleh para pihak dalam suatu sengketa di pengadilan.4 Untuk arti alat bukti 
maka mencakupi kesaksian, wheter oral, documantary atau real yang mana menurut 
hukum agar peristiwa yang dipersengketakan itu terbukti ataukah tidak terbukti. 5 
Demikian yang dimaksud pada tatanan hukum pembuktian pada hukum acara 
perdata.  Dengan era globalilasi ini persidangan dengan kata lain litigasi telah mencapai 
taraf lebih tinggi. Berlakunya  PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara 
dan Persidagan di Pengadilan Secara Elektronik membuktikan ketentuan hukum 
beracara pada pengadilan dapat dilaksanakan tanpa  memasuki ruang persidangan lagi. 
Proses persidangan disebut e-litigasi yang berarti sidang elektronik via online.  
Penerapan menganai e-litigasi ini telah diberlakukan pada tahun 2020. Pada 
pengadilan negeri, pengadilan agama/mahkamah syari’ah,penagdilan militer dan  
pengadilan tata usaha negara.6 Adapun alur persidangan tetap bermuara pada hukum 
acara pidana, hukum acara perdata dan hukum acara peradilan militer. Begitu pula 
dengan proses pembuktiannya menggunakan alat bukti elektronik.  Bukanlah hal baru 
dalam dunia peradilan. Akan tetapi, pembuktian pada hukum acara perdata sebagaimana 
yang diatur dalam Ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH 
Perdata ditentukan lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia yaitu bukti surat, 
bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. 
Sayangnya, bukti elektronik yang merupakan perkembangan di dalam 
masyarakat belum terakomodir di dalam HIR/RBg mengingat hukum acara perdata 
tersebut dibuat dan diberlakukan pada abad 18 dimana masyarakat belum mengenal 
secara langsung teknologi yang canggih seperti saat ini. Oleh ajaran Islam-pun 
memberikan suatu isyarat penting mengenai kedudukan pembuktian yang sangat penting 
 
3Achmad Ali, Asas –Asas Hukum Pembuktian Perdata, (Jakarta:Kencana Prada Media Group, 2012), h. 9 
4Abd. Halim Talli, Peradilan Islam dalam Sistem Peradian di Indonesia, (Cet.I; Alauddin Press: 
Makassar, 2011), h. 9 
5Achmad Ali, h. 19  
6Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 
“PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pegadilan Secara 
Elektronik,”dalam Amran Suadi , Pembaruan Hukum Acaara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di 
Pengadilan Secara Elektroni, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP), h. 118  
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dalam mengatur lalu lintas kepadataan diantara manusia. Hal ini dapat dilihat dalam 
firman Allah Qs. Al-Baqarah/2:2 
  ٰ ى فَاْكتُبُْوهُُۗ َوْليَْكتُْب بَّْينَُكْم َكاتِب ٌۢ بِ  اَيَُّهاٰ  َسمًّ ى اََجٍل مُّ
ا ِاذَا تَدَايَْنتُْم بِدَْيٍن ِال   َمنُْو  اْلعَدِْلِۖ َوََل يَأَْب الَِّذْيَن ا 
ُ فَْليَْكتُْبْۚ َوْليُْمِلِل الَِّذْي َعلَْيِه ا  َ َربَّٗه َوََل يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيـًٔاُۗ فَِاْن  قُّ ْلحَ َكاتِب  اَْن يَّْكتَُب َكَما َعلََّمهُ ّٰللاه َوْليَتَِّق ّٰللاه
ْلعَدِْلُۗ َواْستَْشِهدُْوا َكاَن الَِّذْي َعلَْيِه اْلَحقُّ َسِفْيًها اَْو َضِعْيفًا اَْو ََل يَْستَِطْيُع اَْن يُِّملَّ هَُو فَْليُْمِلْل َوِليُّٗه بِا
َجاِلكُ  ىُهَما فَ  ْمْۚ َشِهْيدَْيِن ِمْن ر ِ اِء اَْن تَِضلَّ ِاْحد  ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهدََۤ ِن ِممَّ اْمَراَت  ِاْن لَّْم يَُكْونَا َرُجلَْيِن فََرُجل  وَّ
ا اَْن تَْكتُبُْوهُ َصغِ  اُء ِاذَا َما دُُعْوا ُۗ َوََل تَْسـَُٔمْو 
ىُۗ َوََل يَأَْب الشَُّهدََۤ ىُهَما اَْلُْخر  َر اِْحد  ى اَوْ  ا ْيرً فَتُذَك ِ
 َكبِْيًرا ِال  
ا اَِلَّ  اَْن تَُكْوَن تِجَ  ى  اََلَّ تَْرتَابُْو  ِ َواَْقَوُم ِللشََّهادَةِ َواَدْن  ِلُكْم اَْقَسُط ِعْندَ ّٰللاه
ُۗ ذ  اَرةً َحاِضَرةً تُِدْيُرْونََها بَْينَُكْم اََجِله 
ََل َشِهْيد  ِاذَ  ا فَلَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاح  اََلَّ تَْكتُبُْوَهاُۗ َواَْشِهدُْو   رَّ َكاتِب  وَّ َوِاْن تَْفعَلُْوا فَِانَّٗه  ەُۗ ا تَبَايَْعتُْم ِۖ َوََل يَُضاَۤ
ُ بُِكل ِ شَْيٍء َعِلْيم   ُ ُۗ َوّٰللاه ُمُكُم ّٰللاه َ ُۗ َويُعَل ِ  بُِكْم ُۗ َواتَّقُوا ّٰللاه
 فُُسْوق ٌۢ
Terjemah Kemenag 2019  
282.  Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya 
sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan 
orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, 
Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang 
yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, 
hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi 
laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-
laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi 
(yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain 
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu 
bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang 
demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih 
mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai 
yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak 
mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat 
mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), 
sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah 
memberikan pengajaran kepadamu Allah Maha mengetahui segala sesuatu7 
 
 
7 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Samad: Jakarta, 2014), h. 48 
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Dengan demikian hukum pembuktian adalah suatu hal yang sangat penting. 
Namum alat bukti elektronik menjadi bahasan dan bentuk terbarukan pada sidang e-
litigasi perdata. Karena dalam pengajuan bukti pada e-litigasi sendiri belum tercantum 
dengan jelas proses verifikasi yang menyatakan  bahwa dokumen tersebut tidak 
mengalami perubahan oleh pihak manapun. Mengingat atas sahnya alat bukti berupa 
dokumen tersebut haruslah utuh dan dikatakan sah apabila memiliki tanda tangan para 
pihak. Begitu pun dengan alat bukti lain seperti video, screenshoot chat, rekaman 
suara dll. 
Namum persegeseran pada dunia sekarang ini membuat masyarakat dapat 
membuat dokumen elektronik serta tanda tangan elektronik atau disebut digital 
signature. Lagi-lagi keautentikan akan dokumen dan tanda tangan yang dibuat masih 
terus dipermasalahkan sah atau tidaknya. Mengingat bahwa dalam pembuatan surat 
oleh notaris haruslah dihadiri dua belah pihak dan diliat oleh dua orang saksi.  Kareana 
dianggap tidak sejalan dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang No.30 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).8 
Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dlam 
mengenai permaslahan tersebut yaitu ANALISIS KEABSAHAN PEMBUKTIAN 
ELEKTRONIK HUKUM ACARA PERDATA DAN PERDATA ISLAM PADA JALUR 
E-LITIGASI/ LITIGASI.  
 
B. Metode Penelitian 
Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian normative atau biasa 
disebut penelitian pustaka. Sementara itu Sutadnyo Wigyosubroto memberikanistilah 
“penelitian hukum normatif dengan istilah penelitian dokrinal, yaitu penelitian 
terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang 
dianut sang pengkonsep atau sang pengembangnya.”9 Melihat akan pentingnya jenis 
 
8 Putri Visky Seruji dan Nyoman A.Martana, ” Kekuatan Hukum Pembuktian Pada Dokumen Elektronik 
Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata”, Universitas Udayana Bali, h. 3  
9Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Cet II; 
Depok:PRANADAMEDIA GROUP, 2018), h. 130 
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pendekatan penelitian hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan 
hukum yang akan dikaji oleh penulis yaitu menggunakan beberapa metode 
pendekatan penelitian.  
Hal ini disebabkan merujuk pada latar belakang masalah norma, sistematika 
dan penerapan Undang-Undang dalam skripsi ini. Untuk menemukan tujuan hukum 
itu sendiri maka dipilihlah pendekatan penelitian yaitu Pendekatan perundangan-
undangan (Statute Approach) 10,Pendekatan konseptuan (konseptual approach )11 dan 
Penelitian sistematik hukum. 
Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah  buku-buku hukum 
termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Diamping itu 
juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan serta 
sumber non-hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada 
peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah. 12 
Sumber hukum berupa Undang-undang : 
1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Peubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Data Elektronik  
2) PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di 
pengadilan secara elektronik 
3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :129/KMA/ 
SK/VIII/2019 Administrasi Perkara dan persidangan di pengadilan secara 
elektronik 
Pengumpulan data dalam studi/pustaka dokumen merupakan kegiatan 
menelusururi, memeriksa, mengkaji data-data sekunder. 13 
 
10Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar metode penelitian hukum, (Cet IX; PT. Raja Grafindo Persada, 
2016), h. 164 
11Amiruddin dan Zainal Asikin, h. 164 
12Peter Mahmud Marzuki, h. 155 
13Suteki dan Galang Taufik, Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik ), (Cet I; Depok: 
PT. RAJA GRAFINDO PERSADA), h. 217 
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C. Hasil dan Pembahasan 
1. Mekanisme Pembuktian secara Elektronik 
Pada sidang pertama, pengguna terdaftar dan pengguna lainnya menyerahkan 
asli surat kuasa, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara 
secara elektronik. kemudian masuk pada tahap mediasi yang dihadiri dua belah pihak. 
Lalu penetapan jadwal persidangan setelah upaya mediasi tidak berhasil. Tahap 
selanjutnya yaitu pembuktian hingga pembacaan putusan. 
Perbedaan pembuktian dalam persidangan secara e-litigasi dengan sidang 
konvensional adalah adanya kewajiban bagi penggugat dan tergugat untuk meng-
upload semua dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke dalam sistem informasi 
pengadilan. 14 
Pembuktian dan alat bukti tetap sama dengan pembuktian pada acara non-e-
litigation, namun begitu terhadap perkara-perkara tertentu dimungkinkan pada 
sekarang ini mengarah pada penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang 
sah seperti dikenal online trading, dalam bursa efek dan pengaturann mikro film dapat 
dijadikan alat bukti yang sah seandainya terjadi sengketa di pengadilan.  
a. Prosedur Pembuktian elektronik  
Idealnya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019, Pihak mengunggah alat 
bukti surat dan alat bukti elektronik melalui aplikasi e-court, lalu hakim melakukan 
verifikasi melalui e-court tanpa sidang konvensional.15 Praktik yang memungkinkan 
atas pemeriksaan alat bukti surat dan alat bukti elektronik melalui aplikasi e-court 
adalah hakim menggelar sidang konvensional untuk memverikasi alat bukti surat dan 
alat bukti elektronik yang dijadikan bukti.  
 
 
14 Amran Suadi, h. 92  
15 Bambang Subiyantoro, dkk., Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Litigation) di 
Peradilan Tata Usaha Negara, (Sleman:DEEPUBLISH, 2020), h. 56 
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Setelahnya hakim kemudian melakukan verifikasi bukti, setelahnya hakim 
membuat catatan autentikasi tersebut. Lalu  pihak mengunggah dokumen ke dalam e-
court untuk diverifikasi oleh hakim dalam aplikasi e-court dan diberi catatan 
persidangan apakah hakim menerima atau tidak sebagai bukti dipersidangan.16 
 
b. Sidang elektronik  
Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan 
secara lebih sederhana, cepat dan ringan. Sidang elekronik ini dilaksanakan pada 
2019 dengan berlakunya PERMA No. 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara 
dan persidangan di pengadilan secara elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor :129/KMA/ SK/VIII/2019 Administrasi Perkara 
dan persidangan di pengadilan secara elektronik 
E-litigasi adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh 
pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. 
17 
Akan tetapi,hanya beberapa pengadilan yang dapat melaksankannya sebagai 
percobaan. Di tahun 2020 barulah dapat digelar serentak di Indonesia.   Namun 
sidang dengan jenis sepeti ini hanya dilaksanakan apabila kedua belah pihak 
menghendaki. 
Pasal 20 PERMA PERMA No. 1 tahun 2019:  
Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan pengugat dan tergugat 
setelah melalui proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.  
 
16 Bambang Subiyantoro, dkk., h. 57 
17 Siti Fatwah dan Kusnadi Umar, “Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara 
Makassar Perspektif Siyasah Syar’iyyah”,UIN Alauddin Makassar 2 no.3 (2020): h. 587 
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Lalu kemudian mendaftar pada aplikasi e-court. Kemudian diikuti oleh e-
payment (pembayaran biaya perkara), e-filling (pemanggilan saksi) dan e-litigation 
(sidang elektronik) 
 Hukum acara yang digunakan yaitu  tetap KUHAPer yang beriringan dengan 
perma dan kma  
Adapun tahapan persidagannya  
a. Penyampaian acara jawaban  
b. replik  
c. duplik   
d. Jawab jinawab  
e. Sidang Pembuktian 
f. Putusan 
2. Keabsahan Pembuktian Elektronik pada Jalur E-Litigasi 
Penerimaan alat bukti perdata pada persilahan yang terjadi di Pengadilan 
yaitu memberikan kepastian pada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa 
tertentu.18 Hukum pembuktian pun yang termasuk hukum acara juga terdiri dari 
unsur materiil maupun formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat 
tidaknya diterima pembuktian dengan alat bukti tertentu dipersidangan 
(toelaatbaarheid, admissibility) serta kekuatan, serta hukum pembuktian formil 
mengatur tentang cara mengadakan pembuktian.  
Pandangan supomo pembuktian mempunyai arti luas dan terbatas. Didalam 
arti luas membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat 
bukti yang sah. Didalam arti terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila yang 
dikemukakan oleh penguggat itu dibantah oleh tergugat, sebaliknya hal-hal itu tidak 
perlu dibuktikan.19 Dengan demikian maka proses pembuktian merupakan tahap 
yang menentukan dalam proses perkara  karena dari hasil pembuktian,  dapat 
 
18Sudikno Mertokusosno, h. 108 
19Aco Nur, h. 25 
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diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan. sehingga setidaknya ada 
dua unsur yang memegang peranan dalam pembuktian. Pertama alat bukti dan yang 
kedua peraturan pembuktian. 20 
Tinjauan umum tentang alat bukti elektronik, bukti adalah sesuatu untuk 
meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian21 
Mengenai undang-undang ITE sebagai landasan dari alat bukti elektronik 
sebagai alat bukti. Berdasar undang-undang tersebut dapat memberikan jalan 
masuknya alat bukti elektronik dalam persidangan.  
Peraturan pembuktian mengenai bukti elektronik telah diatur dalam UU ITE 
pasal 5 : 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya 
merupakan alat bukti hukum yang sah.   
Bunyi dari norma pasal tersebut barulah dapat berlaku scara sosiologis 
apabila dalam praktiknya terdapat kefektifan. Efektif dalam hal ini yaitu antara 
masyarakat dan badan peradilan. Karena masih sulit bagi hakim menilai validnya 
alat bukti elektronik. apalagi jika ingin diterapkan pada daerah masih minim akan 
hadirnya lembaga autentikasi  
Sudikno Mertokusno mengatakan bahwa alat bukti bersifat demonstrative 
evidence seperti mikrofilm, foto dan sebagainya dapat dijadikan alat bukti jika 
dapat dibuktikan autentikasi dari alat bukti tersebut. Jika melihat adanya ketentuan 
tersebut tentulah alat bukti tersebut menjadi dasar alat bukti tersebut dapat diterima 
secara sah dipersidangan. Namun kenyataannya tidak semua diterima dengan 
mudah.  
Memerlukan tahapan ketat sehingga alat bukti elektronik dapat dinyatakan 
memberikan  nilai akan peristiwa hukum yang terjadi. Pembuktian elektronik ini 
hakim dapat menggunakannya sebagai alat bukti dengan bantuan persangkaan 
hakim atau mendengarkan ahli (saksi ahli) dalam menerima dokumen elektronik 
 
20Syaiful Bakhri,Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan, (Cet.I ;Depok:PT Raja 
Grafindo Persada, 2018), h. 118 
21Sidrawati, Jumadi dan Ashabul Kahpi, “Perlindungan Hukum Kontrak Kerja Terhadap Hak analisis 
Yuridis Terhadap Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan”,UIN Alauddin Makassar, 
Jurnal Hukum 1 no.1 (2019): h. 4.   
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dalam persidangan.22 
Sebagaimana bunyi pasal 6 UU ITE : 
Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) 
yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang 
informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin 
keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu 
keadaan.  
Apabila alat bukti elektronik dapat tersebut telah melewati tahapan digital 
forensik dan dinyatakan tidak mengalami perubahan serta telah tervirifikasi maka 
alat bukti terebut dapat dikatakan sah. Selain itu pada alat bukti dokumen eletronik 
diperlukan tanda tanda elektronik dan materai elektronik. Akan tetapi, pendapat lain 
menyebutkan hanya alat bukti elektronik dengan sistem elektronik yang dapat 
dikatakan alat bukti sah. 
Menurut Sudarsono dan Rabbenstain Izroiel Alat bukti yang dihasilkan 
tidak melalui Sistem Elektronik yang terdaftar adalah semua bentuk informasi atau 
dokumen elektronik tanpa menggunakan Sistem Elektronik. Contohnya adalah 
informasi atau dokumen yang dihasilkan oleh aplikasi yang tidak terdaftar (seperti 
aplikasi-aplikasi buatan masyarakat yang belum terdaftar pada Kementerian 
Komunikasi dan Informasi), ataupun hasil perangkat elektronik tanpa melalui 
Sistem Elektronik terdaftar (seperti rekaman suara atau video melalui kamera 
biasa).23. 
Pendapat tersebut memiliki pengertian sedikit berbeda dengan dengan apa 
yang telah dijelaskan sebelumnya. Pendapat Sudarsono dan Rabbenstain Izroiel.  
Lebih mempersempit bentuk dari alat bukti elektronik. Dari penulis sendiri 
perbedan antara keduanya tetap adanaya. Menurut penulis sudah seharusnya sebuah 
sistem dapat mendukung alat bukti eletronik agar tetap utuh. Bukan mengenai 
sistem elektroniknya yang hanya terbatas pada beberapa alat bukti elektronik saja. 
 
22 Amran Suadi, h. 99 




20diakses  (26 Mei 2020) 
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Hal tersebut dapat memberikan kekosongan hukum terhadap alat bukti elektronik 
lainnya. Selain itu, tidak dapat menjamin sebuah kepastian. Teori hukum 
pembuktian mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat 
bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat-syarat sebagai berikut : (1) 
Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti, (2) Reability, 
yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu), (3) 
Necessity, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu 
fakta, (4) Relevance, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta 
yang diperlukan. 24 
Keputusan mutlak mengenai sahnya alat bukti elektronik pada persidangan 
tergantung dari cara pandang hakim itu sendiri. Karena mereka memiliki wewenang 
dan kebebasan terhadap menilai alat bukti elektronik. Sekalipun dalam UU ITE 
tidak menyebutkan secara rinci mengenai alat bukti elektronik. Putusan yang dibuat 
agar dapat memiliki nilai dilihat dari bagaimana cara hakim tersebut menafsirkan 
peraturan. Aturan yang dituangkan dalam putusan.  
Hermeneutika dekonstruksi untuk menafsirkan salah satu pasal dari 
Undang-Undang ketika pasal tersebut mengalami stagnasi. Hakim membongkar 
pasal itu untuk menemukan makna yang tidak terungkap dalam teks, sehingga 
ditemukan makna baru yang tepat untuk diterapkan dalam kasus konkret yang 
sedang dihadapi.25 Sebagaimana peran hakim harus menyelesaikan perkara-perkara. 
Ketentuan mengenai alat bukti elektronik pada sidang e-letigasi sendiri 
tentu dapat diadakan karena tidak mengatur dan membatasi mengenai sistem 
peradilan yang ditempuh. Dalam persidangan elektronik pembuktian dilakukan 
melalui pengunggahan bersama gugatan ke sistem e-court agar hakim dapat melihat 
dan menilainya sebelum sidang dimulai. Maka kecil kemungkinan untuk 
menghadirkan alat bukti dalam bentuk benda bersifat nyata. Seperti dokumen 
elekronik agar dapat dilihat dan siksikan pihak lawan dalam proses persidangan 
 
24 Andi Tenriajeng Papada, Muhammad Said Karim, Wiwie Heryani, "Kedudukan Alat Bukti Yang 
Diperoleh Melalui Teknologi Informasi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik", 
Al-qadau. Vol 7, No 1 (2020) 
25 Maftuh Effendi,"Dekontruksi Sebagai Penafsiran Hukum Alternatif".Varia Peradilan 341 (April 2021 ) 
h. 83 
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1. Kesimpulan  
a. Elemen untuk dapat melihat keabsahan suatu dokumen yaitu tanda tangan elektronik, 
materai elektronik, atau pernyataan keaslian setelah melalui tahap digital forensik. 
Akan tetapi terkadang masih tidak dipertimbangkan. 
b. Alat bukti elektronik dinyatakan sah dalam persidangan elektronik ketika telah 
melalui proses pemeriksaan oleh hakim dan lembaga autentikasi alat bukti 
eleketronik.   
 
2. Saran   
a. sebagai alat bukti bersifat elekronik baik berupa dokumen ataupun bukan perlu 
pemahaman lebih mengenai suatu keabsahannya sehingga alat bukti elektronik dapat 
dengan mudah diterima.  
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